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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 38 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa Perusahaan Umum (Perum) DAMRI 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahaan Umum 

(Perum) DAMRI perlu disesuaikan dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha 

Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 

Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik 

Negara; 

b. bahwa untuk mendukung pembangunan nasional, 

perlu melakukan pengembangan usaha dengan 

menambah tugas dan kegiatan usaha Perusahaan 

Umum (Perum) DAMRI; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk 

melaksanakan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah 

tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI. 
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Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang 

Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan 

Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan 

(PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan 

Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 

Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran 

Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN 

UMUM (PERUM) DAMRI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, yang selanjutnya 

disebut Perusahaan, adalah badan usaha milik negara 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang 

seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan 

negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, 

yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan 

angkutan penumpang umum, barang, dan jasa, serta 

penunjang lainnya. 

2. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan 

Perusahaan. 

3. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Dewan Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan 

cara membandingkan antara keadaan yang 

sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya 

dilakukan, dalam bidang keuangan dan/atau dalam 

bidang teknis operasional. 

4. Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

5. Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi 

kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik 

modal pada Perusahaan dengan memperhatikan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Menteri Teknis adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perhubungan darat. 

7. Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung 

jawab atas Pengurusan Perusahaan untuk 

kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili 

Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
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8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang 

bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 

Pengurusan Perusahaan.  

 

BAB II 

PENDIRIAN PERUSAHAAN  

 

Bagian Kesatu 

Dasar Hukum Pendirian 

 

Pasal 2 

Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk 

Perusahaan Negara Angkutan Motor "DAMRI" menjadi 

Perusahaan Umum (PERUM) dan diatur kembali dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) DAMRI, dilanjutkan berdirinya 

dan diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) 

DAMRI, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

 

Bagian Kedua 

Penugasan 

 

Pasal 3 

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, pelayanan 

angkutan penumpang dan/atau barang bersubsidi 

dilakukan melalui proses penugasan kepada 

Perusahaan berdasarkan penilaian Menteri Teknis. 

(2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), Perusahaan juga dapat melakukan penugasan lain 

yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. 

(3) Dalam hal penugasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) secara finansial tidak 

menguntungkan, Pemerintah Pusat harus memberikan 

kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan 

oleh Perusahaan, termasuk margin yang diharapkan 
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sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan 

penugasan yang diberikan. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan berwenang 

penuh dan wajib mengelola dan mengusahakan aset 

Perusahaan, termasuk menarik manfaat atas aset 

yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Perusahaan melaksanakan penugasan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menggunakan 

barang milik negara, penggunaan dan pemanfaatan 

barang milik negara dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 5 

Tarif angkutan dalam rangka penugasan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB III 

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN  

 

Bagian Kesatu 

Nama, Tempat Kedudukan, dan Jangka Waktu  

 

Pasal 6 

(1) Perusahaan ini bernama Perusahaan Umum (Perum) 

DAMRI atau disebut Perum DAMRI. 

(2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di 

Jakarta. 

(3) Perusahaan dapat membuka cabang atau perwakilan 

di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah 

negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan 

oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.  
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